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Di Indonesia yang mengatur tentang batas umur seseorang untuk dikatakan 
cakap melakukan perbuatan hukum pendaftaran tanah dalam rangka mengatur 
hubungan-hubungan hukum dan  perbuatan hukum antara orang dengan tanah 
serta menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah oleh seseorang atau badan 
hukum dengan penetapan Pemerintah kepada seseorang/Badan Hukum sebagai 
pemegang hak atas tanah tertentu. Maka dalam hal ini kepentingan menghendaki 
adanya Proses Sertipikat Tanah milik anak di bawah umur harus ditetapkan 
sebagai pemegang hak atau pemilik tanah, maka untuk melakukan tindakan 
hukum harus dilakukan oleh orang tua atau walinya. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mendiskripsikan Proses Pendaftaran Sertifikat 
Tanah Milik Anak Dibawah Umur, (2) Hambatan-hambatan Proses Pendaftaran 
Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur. Jenis Penelitian adalah penelitian 
lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggunakan data primer. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pendaftaran sertifikat 
dikantor Pertanahan Kota Tegal bersifat terbuka, sehingga pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat dengan mudah mencari data fisik dan data yuridis tentang 
suatu bidang tanah yang sudah terdaftar. Sedangkan untuk tertib administrasi 
pertanahan maka pendaftaran tanah tidak hanya dilakukan sekali tapi secara terus-
menerus mengikuti perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang mengakibatkan 
data fisik maupun data yuridis pada suatu bidang tanah mengalami suatu 
perubahan, maka terkait dengan kedudukan anak dibawah umur, perlu 
memperhatikan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum anak di bawah umur, 
harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena mereka dianggap belum 
mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 






In Indonesia, which regulates the age limit of a person to be said to be 
capable of carrying out legal acts of land registration in order to regulate legal 
relations and legal actions between people and land and ensure legal certainty for 
landowners by a person or legal entity by stipulating the Government to a person 
/ Legal Entity as a holder of certain land rights. So in this case the interest in 
requiring the Process of Land Certificates belonging to minors must be 
determined as a rights holder or land owner, then to take legal action must be 
done by parents or guardians. 
This study aims: (1) To describe the Process of Registration of Under-Age 
Ownership Certificate for Children, (2) Obstacles to the Registration of Under-
Age Ownership Certificate. This type of research is field research, namely 
research that uses primary data. 
The results of this study indicate that the certificate registration process at 
the Tegal City Land Office is open, so interested parties can easily search for 
physical and juridical data about a registered parcel of land. Whereas for the 
orderly administration of land, land registration is not only done once but 
continuously follows legal actions and legal events that result in physical and 
juridical data on a parcel of land undergoing a change, so related to the position 
of minors, it is necessary to pay attention that in do legal acts of minors, must be 
represented by their parents or guardians because they are considered not able to 
determine what is good and what is bad. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang amat besar 
manfaatnya bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang jumlahnya 
terus bertambah memiliki arti yang sangat penting. Timbulnya hubungan yang 
erat antara manusia dengan tanah karena tanah merupakan tempat berpijak 
dan melakukan kelangsungan hidup sehari-hari, dalam hal ini tanah 
mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia, Begitu 
pentingnya arti tanah bagi kehidupan masyarakat, tidak heran permasalahan 
tanah dapat menjadikan sumber keributan/sengketa. 
Dalam Menjamin Kepastian Hukum terhadap Kepemilikan tanah maka 
pemerintah dan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) akan berperan aktif 
dalam mengatur hak-hak atas tanah yang terpenting bagi kelangsungan hidup 
berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan 
makmur, Tujuan diundangkannya UUPA sebagaimana dimuat dalam 
Penjelasan Umumnya, yaitu : 
1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang 
akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 
keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 
mayarakat adil dan makmur; 





3) Meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.1 
Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 
seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya 
UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu : 
1) Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang 
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan- 
ketentuannya. 
2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang 
hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang 
dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli 
dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan 
mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan 
dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan 
pertanahan. 
Menurut Boedi Harsono penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam 
masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh 
pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa 
pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada 
swasta.  
                                                 
1 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, 
Cetakan ke-5, hlm.2 
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Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan 
Pejabat Pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan sebagai data 
bukti.2 
Lebih lanjut Boedi Harsono berpendapat bahwa kata-kata “suatu 
rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, 
berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya 
data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 
bidang pertanahan bagi rakyat banyak. Kata-kata “terus menerus” 
menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimula tidak akan ada 
akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, 
dalam arti disesuaikan dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian, 
hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata “teratur” 
menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan 
perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti 
menurut hukum, sekalipun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama 
dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.3 
Orang perseorangan dapat ditetapkan menjadi subyek hak atas tanah 
oleh Pemerintah melalui pendaftaran tersebut, yaitu setiap orang yang 
identitasnya terdaftar selaku  Warga   Negara  Indonesia atau   Warga    
Negara Asing, berdomisili di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia 
                                                 
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksanaannya,Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti, 
2013, hlm.70 
3 Ibid, hlm. 71. 
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Dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah. Namun, untuk 
melakukan tindakan hukum dalam lalu-lintas hukum pertanahan tidak semua 
orang dapat (cakap) melakukannya, misalnya anak di bawah umur sebagai 
subyek hak atas tanah tersebut. 
Secara umum setiap manusia tidak terkecuali sebagai pendukung hak 
dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan 
hukum. Pengaturan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHP) mengenai seseorang tidak cakap melakukan perbuatan hukum : 
1) Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. 
2) Orang yang berada dalam pengampuan misalnya orang yang sakit mental. 
3) Orang perempuan dalam perkawinan. 
Walaupun demikian undang-undang juga memberikan pemecahan 
masalah ketika anak di bawah umur harus melakukan perbuatan hukum 
sendiri tanpa harus menggunakan lembaga perwakilan atau perwalian, yaitu 
dengan cara meniadakan keadaan belum dewasa bagi si anak, dengan syarat 
anak sudah mencapai umur 20 tahun dan telah ditetapkan pendewasaannya 
(handlichting) oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung.4 
Menurut Runtung Sitepu banyak faktor yang menyebabkan sulitnya 
merumuskan secara tegas ukuran-ukuran seseorang itu dinyatakan dewasa, 
antara lain: 
Pertama, karena adanya macam-macam sistem hukum di Indonesia 
                                                 
4 Lihat, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHPerdata   
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yang berlaku pada bermacam-macam golongan dalam masyarakat, dimana 
satu sama lain berbeda-beda dalam menentukan batas minimal seseorang itu 
dinyatakan dewasa. Diantaranya Hukum Adat, Hukum Islam, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dan Peraturan Perundang- undangan Nasional. 
Kedua, pengertian kedewasaan itu sendiri dalam kenyataannya selalu 
dikaitkan dengan jenis perbuatan hukum yang akan dilakukan seseorang 
seperti misalnya : 
1. Dewasa dalam arti batas usia minimal untuk diperbolehkan melangsungkan 
perkawinan dengan izin orang tua. 
2. Dewasa dalam arti batas usia minimal di izinkan untuk menjadi peserta 
pemilihan umum. 
3. Dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang tidak lagi menjadi 
tanggungan orang tua dan 
4. Dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang itu dapat melakukan 
tindakan hukum secara mandiri. 
Hal tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan 
ketidak pastian hukum dalam masyarakat, termasuk dalam pelayanan 
pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal dan juga 
instansi di kalangan Notaris dan PPAT Kota Tegal selaku pejabat umum. 
Dalam hal kepentingan menghendaki, anak di bawah umur harus ditetapkan 
sebagai pemegang hak atau pemilik tanah, maka untuk melakukan tindakan 
hukum harus dilakukan oleh orang tua atau walinya, namun agar tidak 
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menimbulkan kerugian bagi hak-hak anak di bawah umur yang diwakili oleh 
orang tua atau walinya perlu juga ditinjau mengenai pertanggungjawaban wali 
tersebut dalam menjalankan kekuasaan atas anak di bawah umur. 
Batas umur kecakapan melakukan perbuatan hukum merupakan 
persoalan yang menarik untuk dikaji karena terdapat  banyak  ketentuan  
dalam hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang batas umur 
seseorang untuk dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam 
lingkungan hukum privat maupun hukum publik, tidak terkecuali dalam 
hukum Agraria, khususnya dalam pendaftaran tanah dalam rangka mengatur 
hubungan-hubungan hukum dan  perbuatan hukum antara orang dengan tanah 
serta menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah oleh seseorang atau 
badan hukum dengan penetapan Pemerintah kepada seseorang/Badan Hukum 
sebagai pemegang hak atas tanah tertentu. 
Berdasarkan latar belakang tersebut pendaftaran tanah diatas yang 
diatur oleh Peraturan Pemerintah tersebut dan juga beberapa ketentuan 
tentang persyaratan dalam pendaftaran tanah yang bertujuan untuk terciptanya 
kepastian hukum maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 
tertarik untuk untuk mengambil judul : “PROSES PENDAFTARAN 
SERTIFIKAT TANAH MILIK ANAK DIBAWAH UMUR PADA 
KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL”. 
B. Rumusan Masalah 
Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang 
telah ditetapkan dan disamping itu karena keterbatasan waktu dan 
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kemampuan penulis, Ruang lingkup pembahasan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah 
Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal ? 
2. Apa Hambatan dalam Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Untuk Anak 
Dibawah Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut. 
1. Untuk Mendiskripsikan Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak 
Dibawah Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal 
2. Untuk mendiskripsikan Hambatan dalam Proses Pendaftaran Sertifikat 
Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki 
manfaat: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Manfaat penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di 
bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 
khususnya dalam ilmu agraria; 
b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referesi, 





2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Menambah  wawasan  pengetahuan peneliti mengenai pengaturan tentang  
Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada 
Kantor Pertanahan Kota Tegal sehingga peneliti mendapat suatu 
pengalaman antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan 
gagasan konseptual yang ada kenyataan di lapangan. 
Dari hasil penelitian ini memberikan data dan informasi tentang akibat 
hukum proses peralihan hak atas tanah. 
b. Bagi Masyarakat 
Untuk memberikan masukkan kepada masyarakat pada umumnya tentang 
arti pentingnya status kepemilikan tanah tentang Proses Pendaftaran 
Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada Kantor Pertanahan 
Kota Tegal. 
c. Bagi Pemerintah 
Dapat memberikan memberikan masukan kepada pemerintah tentang 
pengenalan status kepemilikan tanah kepada masyarakat untuk Proses 
Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada Kantor 
Pertanahan Kota Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka  
Adapun penelitian yang relevan dan dapat dijadikan referensi dalam penulisan  
skripsi ini ialah sebagai berikut: 
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1. Cut Ahmad Riyadi (2015) Analisis Yuridis Kepastian Hukum         
Pendaftaran   Tanah  Yang   Dibuat   Atas Nama Anak Di Bawah Umur Dan  
Pertanggungjawaban Wali.5 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Kedudukan anak di bawah umur  
sebagai subjek hukum dalam pendaftaran tanah merupakan subjek hukum 
yang sama dalam hal ini sebagai seorang manusia karena persamaan hak 
dan kewajiban dimana seorang anak mempunyai hak dan kewajiban yang 
sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-
undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Sehingga berlakunya 
Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Menteri 
ATR/KaBPN nomor 4/SE/I/2015 terhadap pendaftaran tanah yang 
dilakukan oleh anak yang DI BAWAH umur, karena dalam keseragaman 
terhadap peraturan yang lain dalam mengatur batasan usia dewasa yang 
dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan 
kepada masyarakat.  
Status Hukum wali terhadap anak di bawah umur dalam pendaftaran tanah 
tentang perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 
menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 
Tahun atau belum kawin, karena wali wajib mengurus anak yang berada DI 
BAWAH kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. Sehingga dapat 
dipercaya memegang amanah dan dapat menjamin pemeliharaan anak. 
                                                 
5 Cut Ahmad Riyadi, “Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Yang Dibuat Atas 
Nama Anak Di Bawah Umur Dan Pertanggungjawaban Wali”, Tesis Jurusan Hukum, Fakultas 
Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara, 2015. 
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Mendapatkan kepastian hukum terhadap pendaftaran tanah yang dilakukan 
anak DI BAWAH umur setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terhadap penetapan batas usia yang 
diatur dalam Surat Edaran Menteri ATR/KaBPN Nomor 04/SE/I/2015 
tentang batas usia yang dilakukan terhadap anak DI BAWAH umur, dengan 
adanya kepastian hukum serta jaminan hukum sesuai dengan tujuan 
pendaftaran tanah atas perlindungnan hukum terhadap subjek hukum dalam 
memperoleh kepastian hukum atas tanah hak milik terhadap anak DI 
BAWAH umur. Dengan setelah memperoleh sertipikat dalam hal ini 
sertipikat hak milik guna untuk menjamin segala haknya.    
2. Windha Auliana Yusra (2015) Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah 
Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian.6 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Tanggung jawab wali atas 
pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Islam, 
dimana wali bertindak sama seperti orang tua bagi anak yang masih 
dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan wali, dengan adanya hak 
perwalian ini meberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat 
melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan 
dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum 
dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan 
diri, harta dan lainya. Wali dalam hal ini berupa bertanggung jawab atas 
pengelolaan harta dan harus mengganti rugi terhadap kerugian harta anak 
                                                 
6 Windha Auliana Yusra, “Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di 




yang dikelola nya dengan tidak baik, seperti adanya asset (harta) yang 
hilang, rusak ataupun disalah gunakan oleh wali baik karena sengaja 
maupun karena kelalaian.  
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta anak dibawah 
umur yang berada dibawah pengurusan wali berupa pengawasan atas 
pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. Pada awal 
penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua harta dari anak 
dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua 
perubahan terhadap asset tersebut. Harta tersebut harus diaudit secara 
tahunan untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang di bawah perwalian, 
dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali 
dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan aset anak perwalian, 
kecuali dalam keadaan yang darurat. Wali juga dilarang mengikat, 
membebani atau membagi harta tersebut kecuali tindakan tersebut akan 
meningkatkan atau menambah nilai harta, jika dalam hal wali terpaksa 
menjual harta milik anak perwalian tersebut, maka seorang wali wajib 
terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama. Dalam proses 
pengalihan asset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta 
(asset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, 
atau telah menikah, jika ditemukan adanya harta yang hilang atau disalah 
gunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara 
tersebut dengan didasarkan pada proses verifikasi dan inventarisir harta 
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yang dikelola oleh wali, dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka 
wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.  
Majelis hakim berpendapat dalam permohonan perwalian tersebut sudah 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-
undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah dari anak tersebut mampu 
dan layak untuk  memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan 
kepentingan anaknya di depan hukum dan diluar pengadilan. Penetapan ini 
juga mengizinkan ayah dari anak di bawah umur tersebut untuk mengelola, 
menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak 
anak tersebut ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut 
yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dipergunakan bagi 
kepentingan anaknya sampai dengan anaknya tersebut cukup umur, mulai 
dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain 
sebagainya, dimana dalam pengurusan harta anaknya si ayah tersebut 
dibebani pencatatan dan pembukuan harta milik si anak dibawah umur 
tersebut.  
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Sumber 
datanya dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, pertisipasi, dan 
jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 




2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan 
mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan 
yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  
Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian hukum normatif 
(yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.7 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).8 
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan 
peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus 
bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 
yang dilakukan dalam praktik hukum.9 
Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang dapat digunakan 
dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di 
samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku 
dalam masyarakat dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis 
                                                 
7 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publishing, 2006, hlm.300 
8  Ibid, hlm.113. 
9  Ibid, hlm.321 
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mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-
ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran 
yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini. 
3. Sumber Data 
Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan 
data sekunder. Adapun penjelasanya sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung 
dari sumbernya. Melalui wawancara dengan Pegawai Kantor Pertanahan 
Kota Tegal. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, 
dan peraturan perundang-undangan. Melalui studi kepustakaan dengan 
cara membaca, menelah, dan mengutip terhadap berbagai teori, asas, dan 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 
primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikuti dan bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang bersifat 
autorutatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-
undangan. Dalam penelitian ini, baham hukum premier yang digunakan 
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adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 
Tentang Pendaftaran Tanah. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan 
hukum primer yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen dan 
studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari atau membedah buku – 
buku dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan 
pokok materi yang diteliti. Pengolahan dilakukan dengan mengkaji aspek 
– aspek hukum yang telah ada dengan mengaitkan undang – undang dan 
peraturan – peraturan yang mengatur perumusan dalam masalah ini. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 
permasalahan konkret yang dihadapi. Analisis yang digunakan adalah 
analisis hukum, yaitu suatu analisis yang menggunakan reori-teori hukum, 
kaidah- kaidah hukum untuk menentukan sebuah petunjuk. Data yang 
diperoleh baik dari studi kepustakaan dan wawancara merupakan data 
tataran yang di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data 
terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan sistem, 
selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat 
umum menuju hal yang bersifat khusus. 
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G. Sistematika Penelitian 
Hasil penelitian ini penulis susun menjadi empat (4) bab dimana 
masing- masing bab penulis uraikan dalam sub-sub dengan sistematika 
sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan.  
Bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual.  
Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai : Pengertian Hukum Agraria dan 
Hukum Tanah, Pengertian Hak Milik, Proses Pendaftaran Sertipikat Tanah 
Milik anak dibawah Umur, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Sertifikat 
sebagai bukti Hak, Pengertian Anak dibawah Umur, 
Bab III Penelitian dan Pembahasan.  
Dalam hal ini penulis membahas permasalahan tentang : Gambaran Umum 
Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada Kantor 
Pertanahan Kota Tegal, dan Untuk mengetahui Hambatan dalam Proses 
Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada Kantor 
Pertanahan Kota Tegal 
Bab IV  Kesimpulan dan Saran.   







A. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah 
1. Pengertian Hukum Agraria 
   Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga 
perspektif, yakni arti agraria dalam arti umum, Administrasi Pemerintahan 
dan pengertian agraria berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.10 
Pertama dalam perspektif umum, agraria berasal dari bahasa Latin ager yang 
berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, 
pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi Kedua 
Cetakan Ketiga, Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga 
urusan pemilikan tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris 
agrarian selalu dairtikan dengan tanah dan dihubungakan dengan usaha 
pertanian. Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk 
menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan 
mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih 
meratakan penguasaan dan pemilikannya. Di Indonesia sebutan agraria di 
lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah 
pertanian maupun non pertanian.Tetapi Agrarisch Recht atau Hukum 
Agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat 
peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi 
penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka 
                                                 
10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 




perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi 
negara. 
Sebutan agrarische wet, agrarische besluit, agrarische inspectie pada 
departemen Van Binnenlandsche Bestuur, agrarische regelingan dalam 
himpunan Engelbrecht, bagian agraria pada kementerian dalam negeri, 
menteri agraria, kementerian agraira, departemen agraria, menteri pertanian 
dan agraria, departemen pertanian dan agraria, direktur jenderak agraria, 
direktorat jenderal agraria pada departemen dalam negeri, semuanya 
menunjukan pengertian demikian. 
Dalam tahun 1988 Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan 
Presiden Nomor : 26 Tahun 1988, yang sebagai Lembaga Pemerintahan 
Non Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan 
mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian sebutan pertanahan 
sebagai nama badan tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi lingkup 
tugas dan kewenangan yang sebelumnya ada pada departemen dan 
direktorat jenderal agraria. Sebaliknya justru memberikan kejelasan dan 
penegasan mengenai lingkup pengertian agraria yang dipakai di lingkungan 
administrasi pemerintahan. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik 
tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan 
maupun air laut. 
Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud 




Subekti, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, 
tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan 
bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur 
pula wewenang yang bersumber pada huungan tersebut.11 
E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadai bagian 
dari hukum tata usaha negaram karena mengkaji hubungan-hubungan 
hukum antara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat 
yang bertugas mengurus masalah agraria.12 
Daripada itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran 
Hukum Agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber 
daya alam. Oleh karenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA 
memiliki pengertian hukum agraria dalam arti luas, yang merupakan suatu 
kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-
sumber daya alam yang meliputi : 
1. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah  
dalam arti permukaan bumi; 
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; 
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-
bahan   galian   yang   dimaksudkan    oleh    undang-undang    pokok 
pertambangan; 
                                                 
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi, Dan Pelaksaannya, Jakarta: Penerbit Djambatan,2005, hlm. 5 




4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan 
alam yang terkandung di dalam air; 
5. Hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan 
dan hasil hutan; 
6. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa 
(bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-
unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA. 
Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit, hanya 
mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak 
penguasaan atas tanah. Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai 
dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam 
penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2), meliputi tubuh bumi, air dan 
ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan penggunan tanah itu dalam batas 
menurut UUPA, dan peraturan-perturan hukum lain yang lebih tinggi. 
2. Hukum Tanah. 
Dalam pengertian konteks agraria, tanah berarti permukaan bumi 
paling luar berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hukum tanah 
di sini buakan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya 
mengatur salah satu aspeknya saja yaitu aspek yuridisnya yang disebut 
dengan hak-hak penguasaan atas tanah. 
Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa 




disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan 
tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah 
serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam 
berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam artu yuridis adalah 
permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah hak atas sebagiaan tertentu 
permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 
lebar. 
Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi 
wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau 
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat 
(2) UUPA,  kepda pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan 
air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk  kepentingan langsung 
yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 
UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
Hirarki hak-hak atas penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional 
adalah : 
1. Hak bangsa Indonesia atas tanah; 
2. Hak menguasai negara atas tanah; 
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat; 




a. Hak-hak atas tanah, meliputi : 
1) Hak milik atas; 
2) Hak guna usaha; 
3) Hak guna bangunan; 
4) Hak pakai; 
5) Hak sewa; 
6) Hak membuka tanah; 
7) Hak memungut hasil hutan; 
8) Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 (UUPA). 
b. Wakaf tanah hak milik; 
c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan); 
d. Hak milik atas satuan rumah susun. 
Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik 
tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan 
yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga 
hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit, beraspek publik dan privat, 
yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya 
menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu sistem. 
Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi 





1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum; 
Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan 
orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak. 
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit; 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu 
sebagai obyeknya dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai 
subjek pemegang haknya. 
Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang  hak 
dengan hak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam dalam hukum 
tanah, yaitu : asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan vertikal. 
Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasrkan pemilikan 
tanah dengan memisahakan tanah dari segala benda yang melekat pada 
tanah tersebut. Sedangkan asas pelekatan vertikal yaitu asas yang 
mendasrkan pemilikan tanah san segala benda yang melekat padanya 
sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. 
Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar yang merupakan latar 
belakang peraturan yang konkrit yang berlaku dalam bidang hukum 
pertanahan dalam pengaturan hukum adat dan asas ini juga dianut oleh 
UUPA. Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar 
pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan 
KUHPerdata. 
Dalam bukunya, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sejak 




sesuai dengan tata hukum yang berlaku dewasa itu (masih dualistis) pada 
masa sebelum adanya kesatuan hukum dalam hukum pertanahan yaitu 
sebelum UUPA. Sejak berlakunya UUPA, maka ketentuan Buku II 
KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan di dalamnya 
telah dicabut, kecuali tentang hipotik. Dengan demikian pengaturan tentang 
hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuan hukum (unifikasi 
hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku yaitu yang 
diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat (lihat Pasal 5 UUPA). 
3. Sejarah Hukum Agraria  
Hukum dan kebijakan Agraria merupakan alat untuk membawa 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat maupun 
masyarakat luas dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, juga 
untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan serta meletakkan dasar-dasar 
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 
rakyat seluruhnya. 
Sehingga diperlukannya aturan yang mengatur tentang hal tersebut, 
dengan diterbitkanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-
undang Pokok-pokok Agraria yang bersifat nasional maka menggugurkan 
aturan-aturan yang sebelumnya mengatur tentang tanah. 
Sejarah Hukum Agraria dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan 
oleh penjajah senatiasa diorentasikan pada kepentingan dan keuntungan 




sebagai penguasa sekaligus merangkap sebagai pengusaha menciptakan 
kepentingan-kepentingan atas segala sumber-sumber kehidupan di bumi 
Indonesia yang menguntungkan mereka sendiri sesuai dengan tujuan mereka 
dengan mengorbankan banyak kepentingan rakyat Indonesia.13 Hukum 
agraria kolonial memiki sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya 
Hukum Agraria yang berdasarkan atas hukum adat, disamping peraturan-
peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat. Proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia ( RI ) dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh 
soekarno dan Mohamad Hatta atas nama bangsa. 
B. Pengertian Hak Milik 
1. Hak Milik 
Hak Milik yang merupakan salah satu macam hak atas tanah yang 
dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengertian Hak 
Milik berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa : 
“Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6” 
Hak Milik bersifat turun-menurun maksudnya bahwa Hak Milik atas 
tanah tersebut tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang Hak milik 
atas tanah, tetapi dapat juga dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pewaris 
meninggal dunia, oleh karena itu Hak Milik jangka waktunya tidak terbatas. 
Hak Milik bersifat terkuat maksudnya bahwa Hak Milik merupakan induk 
dari macam hak atas tanah lainnya dan dapat dibebani oleh hak atas tanah 
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lainnya, seperti Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Hak Milik bersifat 
terpenuh maksudnya Hak Milik menunujuk luas wewenang yang diberikan 
kepada pemegang Hak Milik dalam menggunakan tanahnya baik untuk 
usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan. 
Hak Milik bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh bukan berarti 
bahwa Hak Milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak 
dapat diganggu gugat. Hal ini Ini dimaksudkan untuk membedakan Hak 
Milik dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. 
Dengan kata lain, Hak Milik merupakan hak yang paling kuat dan paling 
penuh diantara hak-hak atas tanah lainnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial, sehingga Hak Milik juga mempunya fungsi social, 
artinya bahwa Hak Milik yang dipunyai subjek hak (pemegang hak) tidak 
boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Fungsi sosial 
dari Hak Milik harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah 
dengan masyarakat. 
2. Subyek Hak Milik 
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, maka yang dapat mempunyai 
Hak Milik adalah: 
a. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik 
b. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang mempunyai hak 




c. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh 
Hak Milik karena Pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai 
Hak Milik setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 
kewarganegaraan tersebut. Jika sesudah jangka waktu itu lampau Hak 
Milik tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya 
jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung. 
d. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia juga 
memperoleh kewarganegaran asing maka ia tidak dapat mempunyai 
tanah dengan hak miik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 
Pasal ini.” 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka hanya warga negara Indonesia tunggal 
yang dapat mempunyai Hak Milik, orang asing tidak diperbolehkan untuk 
mempunyai Hak Milik. Orang asing dapat mempunyai tanah dengan Hak 
Pakai yang luasnya terbatas. 
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dilihat dalam 
ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 




kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah.  
Effendi Perangin menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat yang 
berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud 
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, 
menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai 
tanggungan. 
Di samping PPAT umum sebagaimana disebutkan di atas, ada pula 
PPAT Sementara dan PPAT Khusus. Pasal 1 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa PPAT 
Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya 
untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah 
yang belum cukup terdapat PPAT.  
Sedangkan PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional 
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan 
membuat Akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan program 
atau tugas pemerintah tertentu. 
Dalam pelaksanaan administrasi pensertipikatan tanah, data 
pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai 
dengan keadaaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang 
bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik bidang tanah tesebut 





Dalam hubungan dengan tindak lanjut terhadap pencatatan data 
yuridis ini, diperlukan Petugas Pembuat Akta Tanah atau PPAT yang akan 
menerbitkan akta tanah. Dengan demikian, peran PPAT sangat penting 
dalam hubungannya dengan maksud memudahkan pendataan, pendaftaran, 
memberikan hak baru, dan/atau membebankan hak atas tanah. 
Pengangkatan dan penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
diatur dalam dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. 
Pasal 11 menyebutkan bahwa: 
(1) PPAT diangkat oleh Kepala Badan 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai PPAT, yang bersangkutan harus lulus ujian 
PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanhsn Nasional Republik 
Indonesia 
(3) Ujian PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan untuk 
mengisi formasi PPAT di kabupaten/kota yang formasi PPAT nya belum 
terpenuhi.  
Pasal 12 menyebutkan bahwa: 
(1) Sebelum mengikuti ujian PPAT, yang bersangkutan wajib mengikuti 
pendidikan dan pelatihan PPAT yang diselenggarakan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat 
bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT. 




dimaksudkan untuk mendapatkan calon PPAT yang profesional dan 
memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya; 
(3) Materi ujian PPAT terdiri dari : 
a) Hukum Pensertipikatan tanah Nasional;  
b) Organisasi dan Kelembagaan Pensertipikatan tanah;  
c) Pendaftaran Tanah; 
d) Peraturan Jabatan PPAT;  
e) Pembuatan Akta PPAT; dan  
f) Etika Profesi. 
Selain PPAT sebagaimana dimaksudkan di atas, Camat maupun 
Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan 
suatu keadaan tertentu (kondisi geodrafis, kondisi masyarakat setempat, atau 
jumlah PPAT-nya belum cukup, dan lain-lain) sehingga Camat maupun 
Kepala Desa ditunjuk menjadi PPAT. Seperti disebutkan pada Pasal 18 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa : 
(1) Dalam hal tertentu Kepala Badan dapat menunjuk Camat dan/atau 
Kepala Desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara; 
(2) Sebelum Camat dan/atau Keepala Desa ditunjuk sebagai PPAT 
Sementara, yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 
PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Petanahan Nasional Republik 
Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan 




(3) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikecualikan bagi Camat dan/atau Kepala Desa yang akan 
ditunjuk sebagai PPAT Sementara, apabila di daerah kabupaten/kota 
yang bersangkutan belum ada PPAT; 
(4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dimaksudkan untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam 
melaksanakan tugas jabatannya. 
Dari beberapa penjelasan yang disampaikan melalui pasal-pasal 
tersebut di atas, jelaslah bahwa PPAT adalah pejabat yang tugasnya 
berkaitan dengan pendaftaran dan pembuatan akta tanah yang dipersiapkan 
dengan persyaratan sedemikian rupa agar dapat melaksanakan tugas 
jabatannya. Di samping PPAT umum, juga ada PPAT Sementara dan PPAT 
Khusus yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan sendiri-sendiri. Hal 
yang penting untuk dipahami pula mengenai PPAT, bahwa sebagai pejabat 
yang melaksanakan tugas berkaitan dengan bidang pendaftaran dan 
pembuatan akta tanah, jabatan PPAT selalu dikaitkan dengan wilayah 
tertentu yang menjadi daerah kerjanya. Pasal 5 Peraturan Kepala Badan 
Petanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 mengatur tentang wilayah atau 
daerah kerja PPAT, bahwa: 
(1) Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah kerja Kantor Pertanahan; 
(2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah 
kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.  




dan pembuatan akta tanah bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi 
tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Karena itu di 
wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk sebagai 
pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut. Adapun yang dimaksud dengan 
daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT 
nya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (tentang formasi 
PPAT). Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah 
tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, Camat yang baru tidak lagi 
ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Berdasarkan pertimbangan untuk 
memenuhi pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang 
masyarakat akan merasakan kesulitan apabila harus pergi ke Kantor 
Kecamatan untuk melaksanakan transaksi mengenai tanahnya. Menteri juga 
dapat menunjuk Kepala Desa untuk melaksanakan tugas PPAT. 
4. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Di dalam ketentuan Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, tugas 
pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 





Perbuatan hukum ini menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) adalah : 
1. Jual beli; 
2. Tukar-menukar; 
3. Hibah; 
4. Pemasukan dalam perusahaan (inbreng); 
5. Pembagian harta bersama; 
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 
7. Pemberian Hak Tanggungan 
8. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka tugas dari PPAT 
adalah melakukan perekaman perbuatan hukum (recording of deeds of 
conveyance) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). 
Di dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 
Tahun 1997, menyebutkan sebagai berikut : 
1. Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan 
perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan 
olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
2. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu 




kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen 
yang  ditunjukan   dalam   pembuatan   akta,  dan   telah  dilaksanakannya  
perbuatan hukum yang bersangkutan; 
3. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan 
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan 
prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka PPAT mempunyai 
kewenangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998, yaitu membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai 
hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di 
dalam daerah kerjanya. 
Sedangkan kewenangan PPAT khusus hanya membuat akta mengenai 
perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. 
Demikian PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta PPAT 
berdasarkan penunjukannya sebagai PPAT, di sesuatu wilayah dan 
perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut. Sedangkan 
kewenangan PPAT khusus tersebut adalah pembuatan akta PPAT yang 






C. Pengertian Pendaftaran Tanah 
1. Pendaftaran Tanah  
Menurut A.P Parlindungan sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso, 
Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, yang dalam bahasa Belanda 
disebut Kadaster. Kadaster adalah suatu istilah teknis suatu recorsd 
(rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kemilikan (atau lain-
lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Sebenarnya kadaster ini mulanya 
berasal dari bahasa Latin yaitu Capitastrum, yang berarti register atau capita 
atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens).14   
Di Indonesia, pengertian pendaftaran tanah dapat dijumpai di dalam 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, sebagai berikut : 
“Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 
Berdasarkan pengertian ini, maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 
a. Rangkaian kegiatan 
Rangkaian  kegiatan   berarti dalam penyelenggaraan  pendaftaran   tanah  
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menunjuk daanya kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lainya, 
berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada 
tersedianya data yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian 
hukum. 
b. Dilakukan Pemerintah 
Pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah agar melaksanakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjamin 
kepastian hukum. Sebagian tugasnya memang dapat dilimpahkan kepada 
pihak swasta namun hanya pengumpulan data fisik tanah, namun untuk 
memperoleh kekuatan hukum, hasilnya tetap diperlukan pengesahan 
pejabat pendaftaraan tanah Karena akan dipergunakan sebagai alat bukti. 
c. Terus-menerus 
Menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan 
ada ahkirnya yang berarti data yang sudah terkumpul dan tersedia harus 
selalu dipelihara, yang artinya disesuaikan dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi kemudian, sehingga tetap sesuai dengan keadaan yang 
terahkir. 
d. Teratur 
Menunjuk pada semua kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya merupakan 
alat bukti hak atas tanah. 
e. Bidang-bidang tanah 




satuan yang terbatas. 
Menurut Boedi Harsono penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam 
masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh 
pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa 
pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan 
kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya 
memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang karena akan 
digunakan sebagai data bukti.  
Lebih lanjut Boedi Harsono berpendapat bahwa kata-kata “suatu rangkaian 
kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, 
berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya 
data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
di bidang pertanahan bagi rakyat banyak. Kata-kata “terus menerus” 
menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimula tidak akan 
ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu 
dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 
kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata “teratur” 
menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan 
perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data 




sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran 
tanah. 
Data  yang  dihimpun dalam pendaftaran tanah pada dasarnya  meliputi  dua 
bidang, yaitu : 
a. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah 
termasuk keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan dan 
tanaman yang ada diatasnya. 
b. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, 
pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang 
membebaninya. 
2. Azas Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka sebagaimana disebutkan dalam penjelasan 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
a. Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimakud agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 
tanah; 
b. Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahw pendaftaran tanah 
perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai denga tujuan pendaftaran 




c. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 
rangka  penyelenggaraan   pendaftaran  tanah harus bias  terjangkau  oleh 
para pihak yang memerlukan; 
d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaanya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 
yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang 
terjadi di kemudian hari; 
Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaraan tanah secara 
terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di 
Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan, dan 
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar 
setiap saat. 
3. Tujuan Pendaftaraan Tanah 
Tujuan pendaftaraan tanah menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah : 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 




2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 
3. Untuk terselenggaranya administrasi pertanahan, Terselenggaranya 
pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib 
administrasi di  bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi 
tersebut setiap bidang tanah wajib didaftar.   
Jika diperhatikan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum 
pada huruf a di atas merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang 
diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria. Disamping itu 
dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya 
pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data 
yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. 
Terselenggaranya pendaftaraan secara baik merupakan dasar dan 
perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan. 
4. Macam-macam Pendaftaran Tanah 
Dalam sistem pendaftaran akta, data yuridis tanah yang bersangkutan 
yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dan pada sistem ini 
Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat pasif, yang artinya tidak 




Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, harus 
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 
pendaftarannya, bukan akta yang didaftar, melainkan haknya yang 
diciptakan dan perubahan-perubahan kemudian, Akta merupakan sumber 
datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi 
kemudian disediakan suatu daftar-isian, yang didalam penyelenggaraan 
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
disebut buku-tanah. Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data 
yuridis untuk mendaftar hak yang diberikan dalam buku-tanah. Demikian 
juga akta pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data 
untuk mendaftar perubahan-perbahan pada haknya dalam buku-tanah hak 
yang bersangkutan. 
Dalam sistem pendaftaran hak pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif, 
artinya sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku-tanah dan 
pencatatan perubahan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah melakukan pengujian 
kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran 
tanah (maintenace). 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 




Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 
wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik 
diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana 
kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah 
yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Dalam hal suatu 
desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara 
sistematik, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara 
sporadik.    
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual 
atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas 
permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek 
pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 
Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui cara 
ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan 
didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena 
prakarsanya datang dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi 




didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak 
panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji 
kelayakan agar berjalan lancar. 
Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan itu 
misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, hapusnya atau diperpanjangnya 
jangka waktu hak yang sudah berakhir pemecahan, pemisahan dan 
penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar. Agar data yang 
tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir.    
Sistem pendaftaran tanah ini membahas apa yang didaftar, bentuk 
penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti 
haknya. Baik dalam sistem pendaftaran akta tanah maupun pendaftaran hak 
tiap pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan 
pembebannya dengan hak lain harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam 
akta tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang 
bersangkutan seperti perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya dan 
hak apa yang dibebankan. 
Dalam sistem pendaftaran akta, data yuridis tanah yang bersangkutan 
yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dan pada sistem ini 
Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat pasif, yang artinya tidak 




Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, harus 
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 
pendaftarannya, bukan akta yang didaftar, melainkan haknya yang 
diciptakan dan perubahan-perubahan kemudian, Akta merupakan sumber 
datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi 
kemudian disediakan suatu daftar-isian, yang didalam penyelenggaraan 
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
disebut buku-tanah. Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data 
yuridis untuk mendaftar hak yang diberikan dalam buku-tanah. Demikian 
juga akta pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data 
untuk mendaftar perubahan-perubahan pada haknya dalam buku-tanah hak 
yang bersangkutan. 
Dalam sistem pendaftaran hak pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif, 
artinya sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku-tanah dan 
pencatatan perubahan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah melakukan pengujian 
kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. 
Dalam sistem Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 semua 
data yang terdapat dalam buku tanah dicantumkan juga pada salinannya 
yang merupakan bagian dari sertifikat. 
Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
berbunyi : “Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas 




yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, 
dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut”. 
5. Macam-macam Hak Atas Tanah yang dapat di Daftarkan 
Di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan, hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas tanah rumah susun didaftar dengan 
membukukannya dalam buku-tanah yang memuat data yuridis dan data fisik 
bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat 
pula pada surat ukur tersebut. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas, maka tampak 
diketahui prosedur pendaftaran tanah dan sekaligus juga mengisyaratkan 
obyek pendaftaran tanah. 
Menurut ketentuan Pasal 9 Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, objek tanah yang dapat didaftarkan 
meliputi : 
1. Bidang-bidang tanah yang mempunyai dengan hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; 
2. Tanah hak pengelolaan; 
3. Tanah wakaf; 
4. Hak milik atas satuan rumah susun; 
5. Hak tanggungan; 




Hak guna bangunan dan hak pakai ada yang diberikan oleh negara, tetapi 
dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah, sebelum 
ada tata cara mengenai pembebanannya dan disediakan formulir akta 
pemberiannya, untuk semenrata belum akan hak guna bangunan dan hak 
pakai yang diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah. Maka yang kini 
merupakan obyek pendaftaran tanah, baru hak guna bangunan dan hak pakai 
yang diberikan oleh negara. Tanah Negara dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 termasuk obyek pendaftaran tanah. 
D. Sertifikat Sebagai bukti Hak 
Dalam Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah: 
Pendaftaran tanah bertujuan: 
“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan;” 
Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sertifikat hak 
atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas 
tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut (Pasal 
31 ayat [1)] PP Pendaftaran Tanah). Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 32 
PP Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda 
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 




yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 
hak yang bersangkutan. 
Dari kegiatan pendaftaran tersebut maka akan mendapatkan sertifikat hak 
atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. 
Dalam hukum tanah dikenal 2 (dua) macam sertifikat yaitu sertifikat hak atas 
tanah dan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak atas tanah merupakan tanda 
bukti hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan adalah tanda bukti adanya 
hak tanggungan.. Sertifikat menurut PP24/1997 adalah surat tanda bukti hak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas 
tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan 
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 
bersangkutan. Dalam undang-undang No. 5 tahun 1960 yang lazimnya disebut 
dengan UUPA dikenal hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Semua hak atas tanah 
itu memberikan kewenangan kepada orang yang mempunyainya, hanya 
bedanya terletak pada luasnya kewenangan dalam menggunakannya, yakni 
untuk keperluan apa dan berapa lama tanah tersebut dapat digunakan. 
E. Pengertian Anak di Bawah Umur 
Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat 
disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan 
seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan 




berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan 
kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 
merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-
cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga 
dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan 
buruk seseorang. 
Secara umum setiap manusia tidak terkecuali sebagai pendukung hak dan 
kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. 
Pengaturan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) 
mengenai seseorang tidak cakap melakukan perbuatan hukum : 
4) Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. 
5) Orang yang berada dalam pengampuan misalnya orang yang sakit mental. 
6) Orang perempuan dalam perkawinan. 
Walaupun demikian undang-undang juga memberikan pemecahan 
masalah ketika anak di bawah umur harus melakukan perbuatan hukum 
sendiri tanpa harus menggunakan lembaga perwakilan atau perwalian, yaitu 
dengan cara meniadakan keadaan belum dewasa bagi si anak, dengan syarat 
anak sudah mencapai umur 20 tahun dan telah ditetapkan pendewasaannya 
(handlichting) oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung. 
Namun demikian, hingga saat ini belum ada aturan yang tegas bersifat 




ini terlihat bervariasinya batasan usia dinyatakan sebagai anak di bawah umur 
dalam berbagai peraturan perundangan di antaranya yang terkait dengan 
perbuatan hukum berikut ini: 
1. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang 
dinyatakan cakap bertindak dalam hukum perkawinan, apabila pria dan 
wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 
2. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris disebutkan : penghadap harus memenuhi syarat 
paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. 
Perbedaan ketentuan cakap bertindak karena umur dewasa dalam uraian 
tersebut di atas, menunjukkan adanya perbedaan anggapan pada kemampuan 
fisik dan atau mental manusia untuk melakukan perbuatan hukum tertentu 
yang terukur secara biologis atau psikologis, sehingga dinilai sanggup 
menyandang hak dan kewajiban khusus terhadap perbuatan hukum tertentu. 
Menurut Runtung Sitepu banyak faktor yang menyebabkan sulitnya 
merumuskan secara tegas ukuran-ukuran seseorang itu dinyatakan dewasa, 
antara lain: 
Pertama, karena adanya macam-macam sistem hukum di Indonesia 
yang berlaku pada bermacam-macam golongan dalam masyarakat, dimana 
satu sama lain berbeda-beda dalam menentukan batas minimal seseorang itu 
dinyatakan dewasa. Diantaranya Hukum Adat, Hukum Islam, Kitab Undang-




Indonesia dan Peraturan Perundang- undangan Nasional. 
Kedua, pengertian kedewasaan itu sendiri dalam kenyataannya selalu 
dikaitkan dengan jenis perbuatan hukum yang akan dilakukan seseorang 
seperti misalnya : 
5. Dewasa dalam arti batas usia minimal untuk diperbolehkan melangsungkan 
perkawinan dengan izin orang tua. 
6. Dewasa dalam arti batas usia minimal di izinkan untuk menjadi peserta 
pemilihan umum. 
7. Dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang tidak lagi menjadi 
tanggungan orang tua dan 
8. Dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang itu dapat melakukan 
tindakan hukum secara mandiri. 
Hal tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan 
ketidak pastian hukum dalam masyarakat, termasuk dalam pelayanan 
pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal dan juga 
instansi di kalangan Notaris dan PPAT Kota Tegal selaku pejabat umum. 
Dalam hal kepentingan menghendaki, anak di bawah umur harus ditetapkan 
sebagai pemegang hak atau pemilik tanah, maka untuk melakukan tindakan 
hukum harus dilakukan oleh orang tua atau walinya, namun agar tidak 
menimbulkan kerugian bagi hak-hak anak di bawah umur yang diwakili oleh 
orang tua atau walinya perlu juga ditinjau mengenai pertanggungjawaban wali 




Mengingat ketentuan PP No, 24 tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana 
baru UUPA telah menentukan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan 
hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan 
dihadapan PPAT.15 
                                                 
15 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya, Jakarta: Sinar Grafika, 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada 
Kantor Pertanahan Kota Tegal 
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat 
sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada 
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.  
Fungsi pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum 
dan penjabaran fungsi ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan 
diantaranya yaitu:  
1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat 
di dalamnya (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997). 
2. Sertipikat yang telah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan 




nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu 
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 
5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan 
yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan yang bersangkutan 
ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai 
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut (Pasal 32 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian 
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta tanah sebagai bukti 
telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 
atau hak milik atas tanah atau hak atas milik satuan rumah susun yang 
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 
perbuatan hukum itu (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT) 
Pasal 19: “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 
tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini 





Pasal 38: “Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib 
menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut 
bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula menyimpan 
asli akta-akta yang dibuatnya. 
Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut kemudian diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961. Dalam Pasal 3 
ayat (1) Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa yang dapat diangkat 
sebagai Pejabat adalah: 
1. Notaris/PPAT; 
2. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen 
Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 
peraturan-peraturan Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lainnya 
yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah; 
3. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorang 
pejabat; 
4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang dilakukan oleh 
Menteri Agraria. 
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, belum disebut 
secara eksplisit bahwa Pejabat yang dimaksudkan disebut dengan nama 
PPAT. Penyebutan secara eksplisit pertama kali ditemukan dalam Surat 
Edaran Menteri Pertanian dan Agraria No. Unda 1/2/8, tanggal 21 April 




1961: “…….apabila untuk suatu kecamatan belum ditunjuk seorang pejabat 
khusus, maka Asisten Wedana “ambsthalve” menjadi Pejabat Pembuat Akta 
Tanah…….”. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), berikut ini penulis sampaikan : 
a. Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikenal sejak 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA), walaupun  tidak disebutkan 
secara eksplisit dengan nama PPAT, tetapi hanya disebut sebagai Pejabat. 
Namun jika melihat cakupan kewenangan dari Pejabat yang ditentukan 
dalam peraturan pemerintah tersebut semuanya terkait dengan perbuatan 
hukum mengenai tanah, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Pejabat yang 
dimaksud adalah Pejabat yang betugas dan berwenang membuat akta 
tanah atas perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang bersangkutan. 
Kedudukan PPAT termasuk akta-akta yang dilahirkannya, bentuk 
dan blangko aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana sejak semula telah ditentukan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikenal dengan istilah 





Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan, Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa 
PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas 
tanah dan bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran 
pajak. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 
(selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) menegaskan siapa PPAT dan 
bagaimana kedudukan PPAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 
angka 4, yaitu: “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu pejabat 
umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas 
tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa 
membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. 
Selain dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, juga menyebutkan PPAT sebagai 
pejabat umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa PPAT adalah 
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah. 
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 




sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24: “Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberikan 
kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”. Kemudian dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
PPAT (selanjutnya disingkat PP No. 37 Tahun 1998) menegaskan 
kembali bahwa PPAT sebagai pejabat umum sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah 
pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta 
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 
Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara 
tegas menyatakan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum, sehingga sama 
kedudukannya dengan Notaris yang juga disebut sebagai Pejabat Umum 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang ini”.  
Penyebutan PPAT sebagai pejabat umum dengan sendirinya 
mempertegas kedudukan PPAT itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan 
pejabat umum dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan. Istilah 
pejabat umum diterjemahkan dari istilah “Openbare Ambtenaren” yang 
terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement 




terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 No. 101, dan Pasal 1868 
BW. 
Menurut E.Utrecht, Jabatan (Ambt) adalah suatu lingkungan 
pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan 
dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Selanjutnya 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan pekerjaan tetap” 
ialah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat 
dinyatakan dengan tepat-teliti/seakurat mungkin (zoveel mogelijk 
nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzam (tidak dapat diubah 
begitu saja). Oleh karena itu, maka jabatan merupakan subjek hukum 
(person), sehingga kekuasaan tidak diberikan kepada orang penjabat, 
tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).  Sebagai 
pendukung hak dan kewajiban, maka jabatan itu dapat menjamin 
kesinambungan hak dan kewajiban, walaupun penjabatnya berganti-
ganti.16 
b. Tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan 
pendaftaran tanah dengan memuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 
perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah hak milik atas satuan 
rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh peraturan hukum itu.  
Perbuatan hukum yang dimaksud meliputi :  
                                                 
16 E. Utrecht, dalam Maria S.W.Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Eknomi, Sosial 




1. Jual beli; 
2. Tukar menukar; 
3. Hibah; 
4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 
5. Pembagian hak bersama; 
6. Pemberian Hak Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; 
7. Pemberian Hak Tanggungan; 
8. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan 
bahwa : “Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat 
Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai 
semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, mengenai 
hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di 
dalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus hanya 
berwenang membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang disebut 
secara khusus penunjukannya.” 
Sehubungan dengan tugas dan wewenang PPAT membantu Kepala 
Kantor pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 
tanah dengan membuat aktaakta yang akan dijadikan dasar pendaftaran 
perubahan data tanah, dan sesuai dengan jabatan PPAT sebagai Pejabat 
Umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik. 
Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk 




sengketa. Oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa, artinya 
jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak menumbulkan 
sengketa dikemudian hari. Juga harus memenuhi syarat terkait dengan 
subyek hukumnya, Menurut Hukum ada dua Subjek hukum,17 yaitu yang 
pertama orang (person) atau badan hukum (recht person) yang 
mempunyai hak, mempunyai kehendak, dan dapat melakukan perbuatan 
hukum. Pendapat tersebut dikaitkan dengan isi UUPA, maka subyek 
hukum hak atas tanah merupakan orang atau badan hukum yang dapat 
mempunyai sesuatu hak atas tanah dan dapat melakukan perbuatan 
hukum untuk mengambil manfaat dari obyek atau tanah tersebut. 
Menurut KUH Perdata, kecakapan bertindak dalam hukum 
(rechtsbekwaamheid) merupakan kemampuan seseorang untuk 
melakukan suatu perjanjian, sehingga perikatan yang dibuatnya menjadi 
sah menurut hukum.18 Oleh karena itu setiap perbuatan hukum 
kepemilikan atas tanah yang diperbuat oleh pihak yang tidak cakap 
bertindak dalam hukum seperti anak yang belum dewasa atau belum 
pernah kawin atau orang yang diletakkan dibawah pengampuan dapat 
dibatalkan demi hukum.19 Kecakapan seseorang dalam melakukan 
perbuatan hukum dikaitkan dengan dewasa  secara fisik dalam hukum 
pertanahan, bersandar padaPasal 330 KUH Perdata, yaitu “belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan 
                                                 
17 H. Zaeni Asyadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum,  Jakarta: Penerbit Raja 
Grafindo Persada, 2013, hlm. 61 
18 Pasal 1320, 1330 dan Pasal 1451 KUH Perdata.  




sebelumnya belum kawin”, hal ini dapat dimaklumi karena tidak tegas 
mengenai ketentuan umur dewasa dalam hukum, terutama hukum adat 
yang menjadi dasar pengaturannya. Tidak satupun ketentuan hukum 
khusus secara umum dan tegas menetapkan cakap melakukan perbuatan 
hukum yang dikaitkan dengan unsur dewasa secara yuridis dan unsur 
umur secara biologis sehingga secara normal mempunyai kematangan 
berfikir dan kemampuan menyadari sepenuhnya tindakan dan akibatnya. 
Namun, sebaliknya kita hanya dapat melihat tujuannya, yaitu untuk 
melindungi anak yang belum dewasa yang tidak patut menerima akibat 
hukum. 
2. Apa Hambatan dalam Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Untuk Anak 
Dibawah Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal 
Berbagai  permasalahan  yang  menyangkut  pendaftaran  sertifikat  tanah 
khususnya untuk anak dibawah Umur pada Kantor Pertanahan Kota Tegal 
memang sering terjadi. Pada umumnya disebabkan masyarakat tidak mengerti 
dan memahami tentang bagaimanakah proses pensertipikatan tanah hak milik 
itu, terkait dengan anak dibawah umur. Hal ini merupakan salah satu tantangan 
Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal untuk menjelaskannya sehingga 
masyarakat menjadi mengerti dan memahami. 
Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran tanah dapat melalui dua cara, 




Untuk cara sistematik tidak banyak dijumpai masalah karena ini berkaitan 
langsung dengan program pemerintah sehingga tidak terlalu ada kendala di 
lapangan.  
Namun untuk cara sporadik banyak dijumpai kendala. Hal tersebut 
disampaikan dalam salah satu makalah yang berjudul ”Sertifikat sebagai Alat 
Bukti yang Sah”, bahwa bagi yang menempuh cara sporadik atau yang 
inisiatifnya berasal dari pemilik tanah dengan mengajukan permohonan, 
pengalaman selama ini pada umumnya serasa banyak masalah. Tidak heran 
jika selama ini telah terbentuk kesan bahwa untuk memperoleh sertifikat hak 
atas tanah itu sangat sulit, memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya 
yang mahal.  
Kesulitan ini biasanya timbul karena berbagai faktor seperti kurang lengkapnya 
surat-surat tanah yang dimiliki oleh pemohon, kesengajaan sementara oknum 
aparat yang memiliki mental tak terpuji dan/atau karena siklus agraria belum 
berjalan sebagaimana mestinya. Secara objektif harus diakui bahwa tata cara 
memperoleh sertifikat itu masih terlalu birokratis, berbelit-belit dan sulit 
dipahami oleh orang awam. Kenyataan ini sering menimbulkan rasa enggan 
untuk mengurus sertifikat bila tidak benar-benar mendesak. 
Di samping beberapa penyebab terhambatnya proses pensertipikatan hak 
atas tanah secara sporadik di atas, masih ada penyebab lainnya, pemalsuan 
terhadap identitas pemegang hak yang dalam akta disebutkan “penghadap 
saya”, artinya pemegang hak atas tanah yang dalam akta disebutkan sebagai 




yang harus dipenuhi dari sekian banyak persyaratan pendaftaran tanah untuk 
memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hal demikian akan menimbulkan 
permasalahan besar di kemudian hari yang melibatkan PPAT yang 
bersangkutan.  
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dapat saja terseret ke dalam 
kasuskasus hukum manakala terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa 
yang tercantum dalam akta, seperti:  
a. Tanggal di dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak; 
b. Para pihak tidak hadir, tetapi ditulis hadir;  
c. Para pihak tidak membubuhi tanda tangan tetapi ditulis atau ada tanda 
tangannya;  
d. Akta sebenarnya tidak dibacakan tetapi diterangkan telah dibacakan;  
e. Luas tanah berbeda dengan yang diterangkan oleh para pihak; 
f. PPAT ikut campur tangan terhadap syarat-syarat perjanjian; 
g. Pencantuman dalam akta bahwa pihak-pihak sudah membayar lunas apa 
yang diperjanjikan padahal sebenarnya belumlunas atau bahkan belum ada  
pembayaran secara riil;  
h. Pencantuman pembacaan akta yang harus dilakukan oleh PPAT sendiri, 
padahal tidak dilakukan; 
i. Pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak 
mengenalnya.  
Hal-hal yang menyimpang dari tanggung jawab moral PPAT ini perlu 




Apabila dalam penelitian ini diketahui bahwa PPAT mengembalikan berkas 
usulan pensertipikatan kepada pihak yang bersangkutan untuk dilengkapi 
persyaratannya, tindakan ini sudah tepat, karena persyaratan tersebut sangat 
menentukan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penerbitan 
sertifikat hak milik tanah yang bersangkutan. Di samping itu, permasalahan 
yang muncul di kemudian hari dapat dihindarkan. Misalnya ada 
ketidaksesuaian identitas diri pemilik tanah (pemohon) atau saksi yang 
menguatkan batas-batas tanah dalam menentukan obyek hak milik tidakada 
tetapi PPAT meloloskannya, maka PPAT jelas akan terseret kedalam kasus 
hukum dan hal tersebut akan menimbulkan masalah besar dalam hak milik atas 
tanah. 
Jelaslah bahwa peranan PPAT dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap pensertipikatan tanah terutama adalah untuk mencegah adanya 
permasalahan yang timbul dalam pensertipikatan tanah tesebut sehingga dapat 
merugikan berbagai pihak, tak terkecuali PPAT itu sendiri. Hal ini ditandai 
oleh tindakan-tindakan logis dan tetap berpegang pada aturan hukum 
pensertipikatan tanah. 
Pekerjaan PPAT adalah melakukan perbuatan hukum. Karena itu, PPAT 
memerlukan dukungan hukum terhadap pekerjaannya itu. PPAT memerlukan 
norma-norma hukum yang dijadikan sebagai dasar, atau pedoman dalam 
melaksanakan tugasnya. 
Hukum memang harus dilaksanakan secara efektif. Efektivitas hukum ini 




penunjang pelaksanaannya, pelaksana hukum dan pihak yang dikenai hukum 
tersebut. Wujud dari hukum biasanya sudah disusun sedemikian rupa oleh para 
ahli di bidangnya. Pelaksana hukum juga sudah ditunjuk berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas hukum 
dengan baik. Pihak yang dikenai hukum, yakni masyarakat pun ada. Sarana 
penunjang hukum juga sudah disediakan bersamaan dengan mulai diundangkan 
dan diberlakukannya hukum yang dimaksud. Namun bagaimana kedua belah 
pihak, yakni pihak pelaksana hukum dan pihak yang dikenai hukum itu 
menerapkan dan menjalankan kaidah-kaidah hukum merupakan kunci 
terwujudnya efektivitas hukum tersebut. 
Bila keduanya tidak mempunyai kesadaran hukum untuk melaksanakan 
hukum itu dengan baik, maka hukum itu menjadi tidak efektif. Kesadaran 
hukum ini sangat tergantung pada budaya hukum yang ada di masyarakat di 
mana hukum itu diberlakukan. Karena itu, penegakan hukum sebagai 
pelaksanaan hukum secara kongkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 
seharusnya berlaku bagi para penegak hukum dan masyarakat sebagai obyek 
hukum. 
Uraian di atas menunjukkan betapa besarnya dukungan norma hukum 
bagi pelaksanaan tugas PPAT. Hukum tentang PPAT, hukum tentang 
pensertipikatan tanah, dan hukum tentang bidang-bidang yang berkaitan 
dengan hukum-hukum tersebut bersumber pada norma dasar, yakni Pancasila 




ketertiban dan perlindungan hukum kepada siapapun melalui undang-undang 
dan peraturan tersebut. 
Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 sebagai peraturan 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diatur 
secara detail tentang pelaksanaan pembuatan akta di hadapan “pejabat”. Setiap 
pembuatan akta di hadapan “pejabat”, harus menggunakan formulir-formulir 
yang tercetak atau formulir yang diketik dengan ukuran kertas tertentu dan 
harus mendapat persetujuan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan formulir-
formulir tercetak hanya dapat dibeli di kantor-kantor pos. 
Pengaturan demikian dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pada waktu itu 
sebagian besar PPAT dijabat oleh Camat yang karena jabatannya (ex officio) 
menjalankan sementara Jabatan PPAT, agar dapat memudahkan pelaksanaan 
jabatannya termasuk petunjuk pengisian formulir atau blangko akta tersebut. 
Pengaturan tersebut ternyata masih dipertahankan sampai saat ini berdasarkan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997, bahwa akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dibuat 
dengan menggunakan blangko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 
disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah dicetak terlebih dahulu. 
Artinya PPAT tidak boleh membuat bentuk akta sendiri karena harus 





Kenapa demikian, sebab fungsi blangko akta PPAT secara tegas dinyatakan 
sebagai syarat untuk dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran perubahan data 
pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1-3) Peraturan 
Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, 
sehingga harus menyesuaikan dengan maksud pelaksanaan tugas Jabatan PPAT 
tersebut. 
Pasal dalam Undang-Undang Pokok Agrari (UUPA) yang terkait dengan 
keberadaan Jabatan PPAT tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 26 ayat (1) 
UUPA dan Pasal 19 UUPA. Pasal 26 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa jual 
beli, tukar menukar dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
memindahkan hak milik serta pengawasaannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Demikian halnya Pasal 19 UUPA yang menginstruksikan kepada 
Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan 
Pemerintah yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diganti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
Undang-Undang Pokok Agraria memang tidak menyebut secara tegas tentang 
Jabatan PPAT, namun penyebutan tentang adanya Pejabat yang akan bertindak 
untuk membuat akta terhadap perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, 
dinyatakan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, 
sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Dengan menggunakan metode 




tersebut sudah cukup untuk memberikan pemahaman, bahwa keberadaan 
Jabatan PPAT bersumber pada UUPA, sehingga memiliki landasan hukum 
yang kuat. 
Kemudian dalam perkembangannya, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum 
lebih dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terbit 
kemudian, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, memuat 
ketentuan tentang keberadaan PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 
(2) yang menyatakan pemindahan hak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) 
dilakukan dengan akta PPAT yang didaftarkan pada Kantor pertanahan Kota 
Tegal  oleh yang bersangkutan menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Bentuk Akta 
PPAT yang diatur dalam produk hukum berbentuk peraturan Menteri dan 
Bentuk Akta Notaris yang diatur dalam bentuk undang-undang, substansinya 
memiliki perbedaanperbedaan diantaranya yaitu : 
a. Dalam bentuk Akta Notaris penghadap harus berusia sekurangkurangnya 18 
tahun  atau telah  kawin, sedangkan  dalam  bentuk   akta  PPAT  penghadap  
harus berusia sekurang-kurangnya harus berusia 21 tahun atau telah kawin; 
b. Dalam bentuk akta Notaris adanya larangan menjadi pihak dalam akta bagi 
orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah tanpa pembatasan derajat dan dalam garis samping sampai derajat 
ketiga dengan Notaris dan para saksi akta. Dalam bentuk Akta PPAT adanya 




darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan 
dalam garis samping sampai derajat kedua dengan PPAT dan para saksi 
akta; 
c. Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya 
sebagai bagian dari protokol Notaris dan dari minuta, Notaris berwenang 
mengeluarkan Grosse, salinan atau kutipan akta. Selain itu Notaris dapat 
membuat akta tertentu dalam bentuk in originali seperti akta kuasa, yang 
diberikan pada pihak yang langsung berkepentingan dan dari akta in 
originali ini. 
Notaris tidak menyimpannya dalam protokol Notaris serta tidak 
berwenang mengeluarkan grosse, salinan atau kutipan akta. Sedangkan akta 
PPAT dibuat dalam bentuk in originali sebanyak 2 rangkap yaitu : Lembar 
pertama sebanyak 1 rangkap oleh PPAT yang bersangkutan disimpan di Kantor 
PPAT, lembar kedua sebanyak 1 rangkap atau lebih menurut banyaknya hak 
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi obyek 
perbuatan hukum dalam akta, disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk 
kepentingan pendaftaran atau dalam hal akta tersebut dalam proses pendaftaran 
sertifikat dikantor Pertanahan Kota Tegal terkait dengan kedudukan anak 
dibawah umur, perlu memperhatikan bahwa  dalam melakukan perbuatan 
hukum, anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya 
karena mereka dianggap belum mampu untuk menentukan mana yang baik dan 




Dengan demikian domisili anak di bawah umur juga mengikuti domisili 
orang tua atau walinya, sehingga anak di bawah umur tidak dapat dinyatakan 
tidak hadir (afwezig). Ukuran atau batasan untuk menentukan seseorang masih 
di bawah umur atau sudah cukup umur dalam KUHPerdata ditentukan dalam 
pasal 330, meskipun menurut pasal 282 KUHPerdata seorang pria berumur    
19 tahun dan wanita berumur di bawah 19 tahun boleh melakukan pengakuan 
anak (erkenning) dan menurut pasal 897 KUHPerdata bila sudah mencapai usia 
18 tahun boleh membuat surat wasiat, artinya untuk melakukan perbuatan 
hukum yang tertentu itu seorang anak boleh datang menghadap Notaris untuk 
menandatangi akta yang berkenaan. Perlu pula diketahui kapankah seorang 
anak itu di bawah kekuasaan orang tua (ourdelijke-macht), karena sistem 
hukum perdata barat yang sebelumnya berlaku dengan sistem Undang-undang 
Perkawinan menganut pandangan yang berbeda.20 
Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan “Sebagai bukti bahwa telah 
dilakukan pemindahan hak diperlukan adanya akta Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, sedang  untuk peralihan hak karena pewarisan tidak diperlukan akta 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pendaftaran peralihan hak dalam pewarisan 
cukup didasarkan pada surat keterangan kematian pewaris  atau surat wasiat 
atau surat keterangan waris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Dengan demikian anak di bawah umur tidak dapat mengajukan 
permohonan pendaftaran tanah begitu juga tidak dapat melakukan perbuatan 
hukum tanpa diwakilkan oleh orang tua atau walinya.  Apabila anak di bawah 
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umur tetap mengajukan permohonan hak atas tanah, melakukan perbuatan 
hukum atas tanah, maka akan ditolak oleh Kantor Pertanahan atau 
Notris/PPAT kecuali diwakilkan oleh orang tua atau walinya. 
Sedang orang tua atau walinya hendak memindahkan/mengalihkan hak, 
termasuk mengagunkan tanah yang pemilik/pemegang haknya termasuk anak 
dibawah umur, baik pemilikan sendiri atau pemilikan bersama, maka haruslah 
terlebih dahulu mendapatkan ijin pengadilan, tanpa ijin tersebut pendaftaran 
peralihan, pemindahan hak atau pembebanannya akan ditolak oleh Kantor 
Pertanahan. 
Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang 
bersangkutan dan agar dapat dengan mudah membuktikan haknya maka 
diberikanlah suatu sertipakat hak atas tanah. Untuk menyediakan informasi 
sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b Kantor Pertanahan Kota Tegal bersifat 
terbuka, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah 
mencari data fisik dan data yuridis tentang suatu bidang tanah yang sudah 
terdaftar. Sedangkan untuk tertib administrasi pertanahan maka pendaftaran 
tanah tidak hanya dilakukan sekali tapi secara terus-menerus mengikuti 
perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang mengakibatkan data fisik maupun 
data yuridis pada suatu bidang tanah mengalami suatu perubahan. 
B. Pembahasan 
Berkenaan dengan Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah 




Orang perseorangan dapat ditetapkan menjadi subyek hak atas tanah oleh 
Pemerintah melalui pendaftaran tersebut, yaitu setiap orang yang identitasnya 
terdaftar selaku Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, 
berdomisili di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak 
kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah. Namun, untuk melakukan 
tindakan hukum dalam lalu-lintas hukum pertanahan tidak semua orang dapat 
(cakap) melakukannya,21 misalnya anak di bawah umur sebagai subyek hak 
atas tanah tersebut. Secara umum setiap manusia tidak terkecuali sebagai 
pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum. Pengaturan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHP) mengenai seseorang tidak cakap melakukan perbuatan 
hukum:  
1) Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah.  
2) Orang yang berada dalam pengampuan misalnya orang yang sakit mental.  
3) Orang perempuan dalam perkawinan.  
Walaupun demikian undang-undang juga memberikan pemecahan 
masalah ketika anak di bawah umur harus melakukan perbuatan hukum sendiri 
tanpa harus menggunakan lembaga perwakilan atau perwalian, yaitu dengan 
cara meniadakan keadaan belum dewasa bagi si anak, dengan syarat anak 
sudah mencapai umur 20 tahun dan telah ditetapkan pendewasaannya 
(handlichting) oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung. 
Namun demikian, hingga saat ini belum ada aturan yang tegas bersifat unifikasi 
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tentang batasan usia cakap bertindak dalam hukum di Indonesia, hal ini terlihat 
bervariasinya batasan usia dinyatakan sebagai anak di bawah umur dalam 
berbagai peraturan perundangan di antaranya yang terkait dengan perbuatan 
hukum berikut ini:  
1. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang 
dinyatakan cakap bertindak dalam hukum perkawinan, apabila pria dan 
wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 
2. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris disebutkan : penghadap harus memenuhi syarat 
paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. 
Perbedaan ketentuan cakap bertindak karena umur dewasa dalam uraian 
tersebut di atas, menunjukkan adanya perbedaan anggapan pada 
kemampuan fisik dan atau mental manusia untuk melakukan perbuatan 
hukum tertentu yang terukur secara biologis atau psikologis, sehingga 
dinilai sanggup menyandang hak dan kewajiban khusus terhadap perbuatan 
hukum tertentu. 
Demikian batas umur kecakapan melakukan perbuatan hukum 
merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji karena terdapat banyak 
ketentuan dalam hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang batas 
umur seseorang untuk dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, baik 
dalam lingkungan hukum privat maupun hukum publik,22 tidak terkecuali 
                                                 




dalam hukum Agraria, khususnya dalam pendaftaran tanah dalam rangka 
mengatur hubumgan-hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang 
dengan tanah serta menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah oleh 
seseorang atau badan hukum dengan penetapan Pemerintah kepada 
seseorang/Badan Hukum sebagai pemegang hak atas tanah tertentu.  
Hal tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan 
ketidak pastian hukum dalam masyarakat, termasuk dalam pelayanan 
pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  di Kota Tegal dan juga 
instansi di kalangan Notaris dan PPAT selaku pejabat umum. Dalam hal 
kepentingan menghendaki, anak di bawah umur harus ditetapkan sebagai 
pemegang hak atau pemilik tanah, maka untuk melakukan tindakan hukum 
harus dilakukan oleh orang tua atau walinya, namun agar tidak menimbulkan 
kerugian bagi hak-hak anak di bawah umur yang diwakili oleh orang tua atau 
walinya perlu juga ditinjau mengenai pertanggungjawaban wali tersebut dalam 
menjalankan kekuasaan atas anak di bawah umur.  
Khusus dalam pelayanan pertanahan, sudah ada kemajuan dengan 
terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, yang telah 
menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah kawin sebagaimana 
telah diuraikan terdahulu hanya saja, dalam praktek terutama dilembaga 
perbankan, penetapan usia dewasa masih mengacu kepada KUHPerdata yaitu 
21 tahun, hal ini dibuktikan dengan tetap adanya persyaratan ijin pengadilan 




permohonan mendapatkan kredit dengan sertipikat tanah sebagai agunan (Hak 
Tanggungan). Ketentuan ini diketahui ketika berkas pendaftaran Hak 
Tanggungan ke Kantor Pertanahan masih melampirkan ijin pengadilan 
tersebut. 
Syarat tidak berhak salah satunya adalah anak di bawah umur namun 
demikian anak di bawah umur masih bisa diberikan hak atas tanah dengan 
catatan persyaratan yang mengajukan permohonan tersebut adalah orang tua 
atau walinya dan haruslah tanah tersebut berdasarkan pemberian atau warisan 
orang tuanya bukan berdasarkan pembelian dari orang lain sebab anak di 
bawah umur belum berhak sebagai pihak melakukan perjanjian atau kontrak. 
sebagaimana dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata sesuai ketentuan Pasal 
1320 KUHPerdata. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka 
permohonan hak atas  anak di bawah umur akan ditolak. anak di bawah umur, 
yaitu anak yang belum berumur 21 tahun maka kepengurusan terhadap harta 
kekayaan anak bawah umur tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan orang 
tua atau perwalian anak di bawah umur, baik menurut  undang-undang ataupun 
berdasarkan penetapan pengadilan, maka berarti bahwa apabila para ahli waris 
yang seluruhnya bebas bertindak akan mengalihkan hak atas tanah kepada 
orang lain, hal tersebut tidak menjadi masalah, namun apabila ternyata diantara 
para ahli waris terdapat orang-orang yang tidak bebas menyatakan 
kehendaknya maka permasalahan pengalihan hak atas tanahnya menjadi lebih 
rumit, karena ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang 




yang berstatus sebagai orang-orang yang tidak bebas menyatakan 
kehendaknya. Khususnya untuk ahli waris di bawah umur bagi warga Negara 
Indonesia yang tunduk atau menundukkan diri secara sukarela kepada 
KUHPerdata, maka kehadiran instansi Balai Harta Peninggalan merupakan 
suatu keharusan.23   
Proses Pendaftaran Tanah khususnya dalam pendaftaran Baliknama 
Sertipikat apabila pemohonnya untuk anak di bawah umur di Kantor 
Pertanahan Kota Tegal haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya karena 
dalam ketentuan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KaBPN) Nomor 9 Tahun 
1999 dipersyaratkan bahwa pemohon haruslah melampirkan foto copi Akta 
Kelahiran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan (UU 
No.12 Tahun 2006).  
Syarat- syarat permohonan hak atas tanah atas anak dibawah umur pada 
Kantor Pertanahan Kota Tegal, yaitu:  
1. Keterangan mengenai permohonan : 
a. Foto copy Akta Kelahiran anak yang masih dibawah umur;  
b. foto copy surat bukti identitas (KTP, dan KK orangtua),  
c. Surat Perwalian dari Orangtua anak dibawah umur yang diketahui oleh 
Kelurahan dan kecamatan setempat. 
2. Mengenai tanahnya : sertipikat Hak Milik, Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), dan Akta Jual Beli PPAT;  
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P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Pada Bab penutup ini, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka 
Penulis  menyimpulkan bahwa : 
1. Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada 
Kantor Pertanahan Kota Tegal.  
Dalam proses pendaftaran sertifikat dikantor Pertanahan Kota Tegal 
bersifat terbuka, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan 
mudah mencari data fisik dan data yuridis tentang suatu bidang tanah yang 
sudah terdaftar. Sedangkan untuk tertib administrasi pertanahan maka 
pendaftaran tanah tidak hanya dilakukan sekali tapi secara terus-menerus 
mengikuti perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang mengakibatkan data 
fisik maupun data yuridis pada suatu bidang tanah mengalami suatu 
perubahan terkait dengan kedudukan anak dibawah umur, perlu 
memperhatikan bahwa  Dalam melakukan perbuatan hukum, anak di bawah 
umur harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena mereka 
dianggap belum mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang 
buruk. Termasuk  domisili anak di bawah umur juga mengikuti domisili 
orang tua atau walinya, sehingga anak di bawah umur tidak dapat 




Syarat- syarat permohonan hak atas tanah atas anak dibawah umur 
pada Kantor Pertanahan Kota Tegal, yaitu:  
3. Keterangan mengenai permohonan : 
a. Foto copy Akta Kelahiran anak yang masih dibawah umur;  
b. foto copy surat bukti identitas (KTP, dan KK orangtua),  
c. Surat Perwalian dari Orangtua anak dibawah umur yang diketahui 
oleh Kelurahan dan kecamatan setempat. 
4. Mengenai tanahnya : sertipikat Hak Milik, Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), dan Akta Jual Beli PPAT;  
2. Hambatan dalam Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Untuk Anak Dibawah 
Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal. 
Selain kurangnya sosialisasi yang menyebabkan minimya pemahaman 
bahwa untuk bisa melakukan Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah ada 
Ketentuan – ketentuan yang harus ditaati, juga karena ada perbedaan 
substansi dalam kewenangan Pendaftaran Sertifikat terkait dengan akta 
PPAT yang didaftarkan di Kantor Pertanahan, hal ini  sebagaimana diatur 
dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan pemindahan hak sebagaimana 
ditentukan dalam ayat (1) dilakukan dengan akta PPAT yang didaftarkan 
pada Kantor pertanahan Kota Tegal.  
B. Saran-saran  
1. Sudah selayaknya menyarankan kepada setiap wali harus melaksanakan/ 
menyelenggarakan pemeliharan dan pendidikan serta perlindungan terhadap 




dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan wali harus mewakilinya dalam 
segala tindakan-tindakan khususnya dalam pendaftaran tanah pada Kantor 
Pertanahan terhadap anak dibawah umur tersebut berdasarkan Peraturan 
Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional serta memperoleh 
kepastian hukum terhadap pendaftaran tanah setelah adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta Surat 
Edaran Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 4/SE/I/2015 tentang batas usia anak 
dewasa dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
2. Perlu adanya sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kota Tegal sehingga 
hambatan dalam Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Untuk anak Dibawah 
Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal tidak ada lagi dengan berlakunya 
Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Menteri 
ATR/KaBPN nomor 4/SE/I/2015 terhadap pendaftaran tanah yang 
dilakukan oleh anak yang dibawah umur, karena dalam keseragaman 
terhadap peraturan yang lain dalam mengatur batasan usia dewasa yang 
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